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NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
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TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONGEMBONG

Menimban : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
g wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertangung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran
2023 wyang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
prinsip  kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

04 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19}) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 159);
Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Dacrah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa {(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Dacrah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor: 140.8598 Tahun 2017
tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan
Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014, dan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 )

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi
Desa D1 Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47};

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor & Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
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Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 7};

Peraturan Daerah KabupatenKendal Nomor 4 Tahun 202
tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa L
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kende
Tahun 2022 Nomor 4};

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022
Nomor 5);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peratuarn DBupati Kendal
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ( ADD
) di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2019 Nomor 79);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Desa { Berita Daerah
Kabuaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 }

Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal ( Berita Daerah
Kabuaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84 )

Peraturan Bupatt Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupataen
Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tanggal
15 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis
Dusun di Kabupaten Kendal;



41 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021
Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
16);

42  Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

43 Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022
tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 67 );

44  Peraturan Desa Kebongembong Nomor 06 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kebongembong
Tahun 2018 Nomor 06);

45  Peraturan Desa kebongembong Nomor 01 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Lembaran
Desa Kebongembong Tahun 2019 Nomor 01);

46 Peraturan Desa Kebongembong Nomor 03 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2022;

47 Keputusan Camat Pageruyung Nomor : 140/20/2022
Tanggal 26 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Kebongembong tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kebongembong Tahun
Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONGEMBONG
Dan
KEPALA DESA KEBONGEMBONG

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONGEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebongembong Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2.454.467.486,00
2. Belanja Desa Rp 2.414.467.486,00
Surpuls/Defisit Rp 40.000.000,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 40.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp (40.000.000,00)



Sisa Lebih/(Kurang) Rp 0,00
Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
Daftar Penyertaan Modal;
Daftar Dana Cadangan;
Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

oo

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa. '

{(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus memenuhi Kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan



c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Kebongembong.

Ditetapkan di : Kebongembong
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa K

[T KEPALA DESA
| KEBONGEMBONS

AN

7"’4 iy -
MUCHAMAD

S/
FACHRUROZI AS'ARY
Diundangkan di Kebongembong

Pada Tanggal 30 Desember 2022

/

LEMBARAN DESA KEBONGEMBONG TAHUN 2022 NOMOR 5



LAMPIRAN

PERATURAN DESA KEBONGEMBONG

NOMOR O# TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONGEMBONG

TAHUN ANGGARAN 2023
KODE REK URAIAN “"fg:')““ KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 107.200.000,00
42, Pendapatan Transfer 2.347.267.486,00
JUMLAH PENDAPATAM 2.454.467.486,00
5. BELANJA
51, Belanja Pegawai 476.817.208,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 416.929.278,00
5.3. Belanja Modal 1.386.321.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 124.400.000,00
JUMLAH BELANJA 2.414.467.486,00
SURPLUS / (DEFISIT) 40.000.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00
6.2.2. Penyertaan ModalDesa | 4 000000000
PEMBIAYAAN NETTC (40.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
—_—— ——

.\ “Kebongembong, 26 Desember 2022

5,

&)

M. FACHRURGZI AS'ARY
Cy 574

a0

———

Halaman 1



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEBONGEMBONG
NOMOR O¥ TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES?

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBONGEMBONG

TAHUN ANGGARAN 2023
REKK%EHENG URAIAN AN‘T%R)A" SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asti Desa 107.200.000,00
4.2 Pendapatan Transfer 2.347.267.486.00
JUMLAH PENDAPATAM 2.454.487 .4886,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 676.125.000,00
1.1, Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 586.400.000,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Panyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 43.200.000,00 | ADD
1101 | 54 Belanja Pegawai 43.200.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 200.236.400,00 | ADD
1.1.02 | 51. Belanja Pegawai 290.235.400,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.320.216,00 | ADD
1.1.03 | 51 Belanja Pegawai 20.320.216,00
1.1.04 g:)nyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 33.172.792.00 | ADD, PBH
11.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 33.172.762,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 31.800.000,00 | ADD
11.0% | 651. Belanja Pegawai 31.800.000,00
1.1.06 Penyadigan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 4.071.582,00 | ADD
m, Listrik dlf}
1106 | 51, Belanja Pegawal 1.061.592,00
1106 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.010.000,00
1.1.07 Penyediaan InsentiffOperasional RT/RW 44.400.000,00 | ADD
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 44 400.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 29.000.000,00 { DDS
1.1.08 | 52. Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00
11,91 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa {Hasii Pengelotaan Ta 36.000.000,00 | PAD
nah Bengkok)
1.1.91 | 5.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.1.92 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan 50.200.000,00 | PAD
Tanah Bengkok)
1192 | 51, Belanja Pegawai 50.200.000,00
1.1.83 Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepaia Desa dan Perangkat Desa (yang 4.000.000,00 | PBH
Telah Purna)
1.1.83 | 51. Belanja Pegawai 4.000.000,00

Printed hy Siskeudes 2611272022 14.23.48
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KODE

ANGGARAN

URAIAN SUMBERDANA
REKENING (Rp}
1 2 3 4 5
1.3. Pengeloiaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sip#, Statistik dan 31.170.000,00
Kearsipan

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 31.170.000,00 | DDS

1.3.01 52 Beianja Barang dan Jasa 5.170.000.00

1.3.04 51. Belanja Modal 26.000.000,00

1.4, Panyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 58.555.000,00

Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 6.500.000,00 | DOS
Regrier)

1401 | 52, Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

1402 Pemwyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya {(Musdus, rembug desa Non R 285000000 | DOS
eguler)

1402 | 52 Belan}a‘ Barang dan Jasa 2.850.000,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa {APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 740.000,00 § DDs
dif)

1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 740.000,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar 875.000,00 | DDS
akat

1.4.07 | 52. Belanja Barang dan Jasa 875.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 3.800.000,00 § DDS

1408 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00

1.4.91 Pengisian Perangkat Desa 43.790.000,00 { rBH

1.4.91 52, Belanja Barang dan Jasa 43.790.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.478 0172.000.00

21 Sub Bidang Pendidikan 10.500.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah NonFormal Miik Desa 10.500.000,00 | oDS
{Honor, Pakaian df)

2101 52 Belanja Barang dan Jasa 10.500.600,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 39.145.000.00

22Mm Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa {obat, Insentif, K 11.485.000,00 | CDs
B, dsh)

2200 1 52 Belanja Barang dan Jasa 11.485.000,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu {(Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentf $.300.000.00 } DDS

2202 t 52 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00

2.2.04 Pemwyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6.400.000,00 | Dos

2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00

2.2.09 Pembanginan/RehabiftasiPeningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 11.960.000,00 | DDS, PBH
PosyanduPolindes/PKD **

2209 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

2208 | 53. Belanja Modal 3.960.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.052.828.000.00

2312 Pembangunan/RehabfitasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani =) 203.118.000,00 | DOS

2312 | 53. Belanja Modal 203.118.000,00

Printed by S:iskeuges
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KODE

ANGGARAN

URAIAN SUMBERDANA
REXENING (Rp)
1 2 3 4 5
2.3.14 Pembangunan/RehabiiitasiPeréngkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sefo 844 710.000,00 | DDS, PBP
kan dif)
2314 | 53, Betanja Modal 844.710.000,00
2315 Pembangunan/Rehabifitasi’Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan * 5.000.000,00 | rBH
%
2315 | 53, Belanja Modal 5.000.000,00
2.4, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 90.000.000,00
24,01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 80.000.00006 | PBP
Hunt GAKIN
2401 § 52 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
2.8. Sub Bidang Pariwisata 285.589.000,00
2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M 285.599.000,00 | pos
ik ta}
2802 ; 53 Belanja Modat 285.589.000,00
3 BDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 65.001.486 .00
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perindungan 12.180.000,00
Masyarakat
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanarn/Ketertiban oleh Pe 12.180.000,00 | PBH
mdes
3102 | 52 Betanja Barang dan Jasa 12.180.000,00
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 21.000.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudaysan, dan Kegamaan (HUT 21.000.000,00 | PAD
R!, Raya Keagamaan i)
3203 | 52, Belanja Barang dan Jasa 21.000.060,00
33. Sub Bidang Kepermudaan dan Olahraga 9.320.000,00
330 Penyelenggaraan FestivallLomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 9.330.000,00 | PBH
3.3.03 | 52, Belanja Barang dan Jasa §.330.000,00
34. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 22.491.438,00
3402 Pembinaan LKMDAPM/LPMD 2.278.953,00 | PBH
3402 | 52, Belanja Barang dan Jasa 227895300
3403 Pembinaan PKK 15.212.533,00 | PBH
3403 { 52 Belania Barang dan Jasa 1521253300
349 Pembmaan dan Operasional KPMD §.000.000,00 | PEP
3491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 70.869.000.00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 70.8369.000,00
4.2.0t Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (atat produksifpengelolaan'penggiin 19.500.000,00 { DDS
gan)
4201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00
4204 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 27.934.000.00 | Dos
4204 | 53, Belanja Modai 27 534 200,00
4205 Pelathan/Bimtek/Pengenatan Tekonologi Tepat Guna uniuk Perfanian/Peter 23.435.000,00 | Dos
nakan
4205 | 52 Belanja Barang dan Jasa 23.435.000,00
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KODE

G URAIAN AN‘:‘;?:;AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 124.400.000.00
5.1. Sub Bidang Penangguiangan Bencana 20.000.000,00
5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 20.000.000,00 | DDS
5.1.00 | 54 Belanja Tidak Terduga 20.000.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 104.400.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 104.400.000,00 | DDS
53.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 104.400.000,00
JUMLAH BELANJA 2.414.467 486,00
SURPLUS / (DEFISIT) 40.000.000,00
8. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (40.000.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANM
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